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’ ‘ PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

JL R, CEMAMIG HARDIAUSLUMAH BLOH JAT] CHANIANG
Telp/Fa. (022) S534T25, CIMAHI 40613, Wibsibe | wyww ol sdit.cimahiaoin oo.id

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIEAN
EOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. -DISDIK/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA BATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
EEPALA DINAS PENDIDIKAN HOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program
Pendidikan Anak Usia Dhini, peran serla masyarakat
sebagai mitra pemerintah diberi kesempatan yang
scluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pendidiken
Anak Usia Chini;

b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a
di atas, penyelenggara pendidiken oleh masyarakat
perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraanny;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas,
perlu ditetapkan dengen Hepuiussn RKepala Dinas
Pendidikan,

Maengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubshanmya
Bab XA pazal 28 B ayat (2] dan pasal 28 C ayat (1)
serta Bab X[ pasal 31 ayat (1), ayat [2-5) dst
tentang hak warganegara untuk mendapat
pendidikan;

2. Undang-Undang Romor 9 Tahun 2001 tentang
Pembeniukan Kota Clmahi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Komaor 4116):

3. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

4, Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Masional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2003 HNomor T8,
Tambahan Lembaran MNegara Repbulik Indonesia
Mormor 4301);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dmerah [Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S58T7T)
scbagrimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan EKedua Atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan
Ciasrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwn
2015 Momor 58, Tambahan Lembaran MNegars
Republik Indonesia Momor 5679);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Bab VI Pasal 29 avat (1],
Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat |1}
tentang Standar PTK dan Bab X111 Pasal 86 ayat {1-3)
tentang Akreditasgd:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pra Seckolah (Lembaran Negara Rl Tahun
1990 Nomor 35|

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
entang Pembagian Urusan Pemerintahan Anters
Pemerintah, Pemerintahan Daeerah Provingi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembsran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4T37);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan Peryelenggaraan
Pendidikan sebagnimana telah diubah  dengan
Peraturan Pemerintah MNomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, perlu menctapkan Peraturan Menter
Pendidikan dan Kebudavaan tentang Pemdifan
Satuan Pendidikan Non fermal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl
Momor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Perdidikan Non Formal,

. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Masional Pendidikan
Anak Llaia Ddimiy

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tehun 2014 tentang
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Daerah Kota Clmahi Nomor S Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
[Lembaran Daerabh Kota Cimahi Tahun 2008 Namor
BG Seri [V);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Ddnas Daerah Kota Cimahi (Lembaram
Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 29 Seri [
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Deerah
KEota Cimahi MNomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daersh Kota Cimalksi
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Dacrah Kota
Cimahi [Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 201 1
Nomor 115 Sen DJ;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun
2014 tentang Penvelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daesrah Kota Cimahi Tahun 2014 Nemer
174).



Momperhatikan :

Menetapkan

KESATU

HEEMPAT 1

1. Proposal permohonan lzin Operasional Pendidikan
Anak Usia Dini [PALUDY) POS PAUD HEBRAS
Nomor: 004/PP HEBRAS/2017 Tanggal os
September 20017,

2. Laporan Tim Verifiknsi Lembaga Tanggal 21
September 2017 tentang persyaratan, FOS PAUD
HEBRAS dapat diberikan persetujuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dhint vang diselenggammkam
masyarakat, dengan  ketentuan bahwa Em
penyelenggarnan tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-
undangan vang berlaku;

MEMUTUSEAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN
PENDIDIHAN ANAK USIA DINI

Menetapkan tzin operasional kepada

Mama Lembaga : POS PAUD HEBRAS

Alamat ., Pesantren RT 02 BW 15
Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara
Kota Cimahi

Jenis Layanan ; PSS PALID

Ketua Penyelenggara - SITI JUBAEDAH, 8.Pd.

[zin  penvelenggarasn  tersebut  berlaku  mulai  bulan
November Tahun 2017 dan berakhir sampai dengan bulan
Oktober Tahun 2018

Memperhatikan hal-hal sehaga beribut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikalum dan Standar PALLD;

7. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesual dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;

4, Wajib mengajukan permohonan baru  selambat-
lambatmya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaphkan.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal - MNowvember 2017
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